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PREVALENSI TERTINGGI
TINDAK PIDANA KORUPSI

PERKARA PBJ & PENYUAPAN

Sumber: acch.kpk.go.id - update 31 Mei 2018

PERKARA  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 JUMLAH

Pengadaan 

Barang/Jasa
2 12 8 14 18 16 16 10 8 9 15 14 14 15 9 180 23,29 83,57      

Perijinan 0 0 5 1 3 1 0 0 0 3 5 1 1 2 0 22

Penyuapan 0 7 2 4 13 12 19 25 34 50 20 38 79 93 70 466 60,28 

Pungutan 0 0 7 2 3 0 0 0 0 1 6 1 1 0 0 21

Penyalahguna

an Anggaran
0 0 5 3 10 8 5 4 3 0 4 2 1 1 0 46

TPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 1 3 8 4 29

Merintangi 

Proses KPK
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 2 9

Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 57 99 121 85 773
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Permasalahan Umum PERENCANAAN

Banyak K/L/D/I yang memaketkan anggaran
masih menggunakan pendekatan besaran
nominal (biasanya Rp. 200Juta). Tetapi tidak
menggunakan pendekatan efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan kegiatan

Pemaketan Pekerjaan

Hal-hal yang pada umumnya menjadi permasalahan atau yang berpotensi menjadi masalah

pada Tahapan Perencanaan

Terlambatnya proses pengadaan yang 
menyebabkan berkurangnya waktu
pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak dapat
selesai dengan tepat waktu dan/atau
menyebabkan pekerjaan tidak dapat
dilaksanakan

Proses Pengadaan Terlambat

Masih terjadi di beberapa Daerah 
dikarenakan adanya dinamika politik
daerah. Pengesahan anggaran menjadi
masalah karena seluruh kontrak
pengadaan tidak dapat dilakukan kontrak

Pengesahan Anggaran
Terlambat

K/L/D/I tidak dapat mendeskripsikan
kebutuhan secara kuantitatif atau
terukur, sehingga menyebabkan
pelaksanaan pengadaan seringkali tidak
akurat dan banyak menimbulkan
tambah/kurang pekerjaan

Kebutuhan Tidak Jelas
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Perencanaan Persiapan Pelaksanaan

Identifikasi Kebutuhan
(Mulai)

Penetapan Barang/Jasa

Cara Pengadaan

Jadwal Pengadaan

Anggaran Pengadaan

Persiapan Swakelola

Penetapan sasaran

Penyelenggara Swakelola

Rencana Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Penyusunan RAB

Persiapan PBJ Melalui Penyedia

Menetapkan HPS

Menetapkan rancangan Kontrak

Menetapkan spesifikasi teknis/KAK

Menetapkan uang muka, jaminan 
uang muka,jaminan pelaksanaan, 
jaminan pemeliharaan,sertifikat 
garansi dan/atau penyesuaian 

harga

Pelaksanaan Swakelola

Pelaksanaan Swakelola
Tipe (I, II, III, IV)

Pembayaran Swakelola

Pengawasan dan 
Pertanggungjawaban Swakelola

Pelaksanaan PBJ Melalui 
Penyedia

Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan kontrak

Serah Terima Hasil Pekerjaan
(Selesai)

GARIS BESAR PROSES PBJ

Perencanaan Pengadaan 
terdiri atas : Perencanaan 

PBJ melalui Swakelola 
dan/atau Penyedia





Pagu 
Indikatif

Pagu 
Anggaran

Alokasi 
Anggaran

RKP RAPBN APBN

Renja K/L RKAKLMusrenbang DIPA
Lampiran 

RAPBN
Kesepakatan 
dengan DPR

SOP PERENCANAAN ANGGARAN

Perencanaan
Pengadaan

Pemaketan

Spesifikasi 
Teknis/Kerangka 

Acuan Kerja

Pengumuman 
RUP

Konsolidasi

SOP PERENCANAAN PENGADAAN

Pemaketan

Spesifikasi 
Teknis/Kerangka 

Acuan Kerja

Konsolidasi

Proses diulang untuk 
menyesuaikan dengan 

alokasi anggaran

data dukung

integrasi

Aplikasi 
SIRUP

Integrasi 
Proses 
Bisnis



REKOMENDASI PENGEMBANGAN SI PENGADAAN KEMDIKBUD

EPLANNING

PENYUSUNAN 
RKAKL

PENYUSUNAN 
DAK FISIK

MONITORING 
REVISI RKA

PENYUSUNAN 
RUP

KEBIJAKAN 
PENGANGGARAN

PENYUSUNAN 
RUP

PERSIAPAN 
PENGADAAN

PELAKSANAAN 
PENGADAAN

PENGAWASAN 
PENGADAAN

SI PENGADAAN
Penyusunan RUP menjadi salah satu modul 
dalam eplanning agar dapat dikawal bersamaan 
meskipun untuk integrasi proses pengadaan 
tetap dibangun SI pengadaan 



SiRenBaja

ePlanning RKA
Biro PKLN

SiRenDaBaja SIRUP LKPP

Eselon 1 Pimpinan SatkerMenteri

•Operator Satker
•PPK

Pokja PBJ
Biro PKLN

LKPP

Masyarakat LSM/ OrmasPerusahaan/ Penyedia

Sistem Informasi Manajemen yang digunakan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Monev, dan 
Pengendalian proses Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Kemdikbud yang dilakukan secara 
terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang Akuntabel bagi seluruh stakeholder PBJ

Kemdikbud akan 
menerapkan Kebijakan 
“Satu Pintu” dalam 
pengisian SIRUP

SiRenBaJa







1

3

42



Beberapa Referensi Sirenbaja:
1. Prosedur Perencanaan Pengadaan: 

1. Perpres No. 16 Th. 2018 ttg. Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah
2. Peraturan LKPP No. 7 Th. 2018 ttg. Pedoman Perencanaan PBJ Pemerintah

2. Data Pejabat Perbendaharaan 
1. SK PPK
2. Penugasan PPK paling kecil di level “sub. Komponen”

3. Pemetaan Kel. Pengadaan:
1. Ref. Pemetaan “BAS” thd  Kel. Pengadaan (PMK ....)
2. Ref. Pemetaan “SBM” thd Kel. Pengadaan (PMK ....)
3. Pengadaan dg Penyedia (Per. LKPP No. 9 Th. 2018 )
4. Pengadaan dg Swakelola (Per. LKPP No. 8 Th. 2018)
5. Pengadaan yang dikecualikan (Per. LKPP No. 12 Th. 2018)

4. Kluster Item:
1. Nama & Kodefikasi SIMAK BMN “Modal & Persediaan” (PMK ....)
2. Ref. SBM 2019 (PMK ....)
3. Tambahan Ref. (“hasil kesepakatan” & next akan dipetakan thd KBKI)

5. Jenis Pengadaan & Metode Pemilihan, 
1. Perpres 16 Th. 2018
2. Per. LKPP No. 9 Th. 2018

6. Pemaketan & Konsolidasi
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WAG sbg alternatif Sarana Komunikasi

1. WAG “Diskusi Sirenbaja” 
https://chat.whatsapp.com/Jke9gDM3kEoJULtvCaNxHl
1. Tim Eselon 1
2. Tim Itjen
3. Tim PKLN & Biro Keuangan
4. Tim PBJ Biro Umum
5. Tim Pengembang Siren Baja

2. WAG“ePlanning-PBJ Dikbud” 
https://chat.whatsapp.com/Id7e1QVpzjx5XX49CRDB9y
1. Admin/Tim ePlanning-PBJ setiap Satker
2. Perwakilan Tim Eselon 1
3. Perwakilan Itjen, PKLN, Rokeu, Roum, Pengembang 

3. WAG “ePlanning-PBJ Eselon1”

https://chat.whatsapp.com/Jke9gDM3kEoJULtvCaNxHl
https://chat.whatsapp.com/Id7e1QVpzjx5XX49CRDB9y


TERIMA KASIH
HERDIANA
0815-7146943

herdiana@kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia
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